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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
1. Konsonan 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا 
Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak  dilambangkan 
ب 
Ba 
B Be 
ت 
Ta 
T Te 
ث 
ṡa 
ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج 
Jim 
J Je 
ح 
ḥa 
ḥ 
ha (dengan titk di 
bawah) 
خ 
Kha 
Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ 
es (dengan titik di 
bawah) 
ض ḍad ḍ 
de (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa ṭ 
te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa ẓ 
zet (dengan titk di 
bawah) 
ع „ain „ apostrop terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
ix 
 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah , Apostop 
ي Ya Y Ye 
 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
  Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
  
fathah dan ya 
 
Ai 
 
a dan i 
 
  
fathah dan wau 
 
Au 
 
a dan u 
 
x 
 
 
3. Maddah 
Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan Tanda 
 
Nama 
 
  
fathah dan alif 
atau ya 
 
a 
 
 
a dan garis di 
atas 
  
kasrah dan ya 
 
i 
 
i dan garis di 
atas 
 
  
dammah dan 
wau 
 
u 
 
u dan garis di 
atas 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
xi 
 
Jika huruf ي ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(ﹻ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 
cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur‟an), sunnah,khusus 
dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
 
 
 
xii 
 
9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 
Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 
oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). 
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
Nama :  Dian Hidayat 
Nim :  10200114065 
Judul Skripsi : Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilihan Walikota 
Makassar Tahun 2018 ( Perspektif Siyasah Syariah) 
 
 
Skripsi ini membahas tentang kotak kosong dalam pemilihan walikota di 
Kota Makassar. Dalam pemilihan tersebut bukanlah pasangan calon yang 
memenangkan pemilihan tersebut, melainkan kotak kosong. Pokok masalah 
tersebut menimbulkan submasalah atau pertanyaan penelitian, yakni : Pertama, 
Bagaimana peran KPU menghadapi kotak kosong di Kota Makassar ? Kedua, 
Bagaimana sikap partai politik mengenai kotak kosong dalam pemilihan di Kota 
Makassar ? Ketiga, Bagaimana konsep Fiqh Siyasah Syariah memandang kotak 
kosong dalam pemilu di Kota Makassar ? 
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif, teknik pendekatan yuridis normatif 
dan yuridis empirik. Adapun sumber data penelitian ini ada dua, data primer dan 
data sekunder adalah Pemerintah setempat yakni kantor KPU Kota Makassar, dan 
beberapa partai politik yang memiliki kursi atau tempat di Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah yaitu Partai Golkar, Partai PKB dan Partai Demokrat. Selanjutnya, 
metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi, dan 
wawancara. Kemudian, teknik dalam pengolahan data, memiliki beberapa tahap 
yaitu: Klarifikasi data (memilah-milih data), reduksi data (mengurai data), editing 
data (mengedit data yang salah).  
Berdasarkan hasil penelitian, peran  KPU Kota Makassar menghadapi 
kotak kosong dengan cara mensosialisasikannnya dari berbagai media cetak dan 
elektronik serta persiapan keamanan yang ketat. Sikap partai politik pula 
memandang bahwa kotak kosong dalam pemilu Kota Makassar merupakan 
sejarah baru yang telah dihadapi, akan tetapi kotak kosong tersebut telah merusak 
bagaimana sejatinya demokrasi itu sendiri dalam pemilihan yang dimana 
persaingan politik tidak terlalu nampak dalam persaingan yang sesungguhnya. 
Fiqh Siyasah Syariah memandang kotak Kosong di Kota Makassar sebagai 
pemilihan pemimpin yang sewajarnya, karna telah diatur dalam QS An-Nisa 4/65 
dan peraturan UU No. 10 Tahun 2016 
Implikasi dari penelitian ini antara lain: Dengan mengetahui masalah yang 
terjadi, bahwa dalam kinerja KPU Kota Makassar telah bertindak dan 
mensosialisakan kotak kosong, bukanlah hal yang sepatutnya dimenangkan atau 
didukung dengan alasan apapun, karena eksistensi dari kotak kosong itu sendiri 
bukanlah hal yang demokrasi dalam politik yang sebenarnya. Ikut serta parpol 
atau pendukung bahwa perlu ada pembenahan dalam demokrasi yang 
sesungguhnya. peraturan yang telah ditentukan dalam al-Qur’an dan Sunnah 
sudah sangat jelas. Setiap permasalahan dalam pemerintahan akan sangat baik 
ketika berpedoman dalam kitab tersebut. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pengertian demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, 
dan untuk rakyat maka hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara 
tersebut berada ditangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. 
Untuk mewujudkan pengertian tersebut maka pemilu dipercaya sebagai suatu cara 
untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulat tertinggi dalam 
negara. Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 
berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam 
proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang mereka 
pilih melalui suatu ajang pemilihan. 
Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dirancang untuk menggantikan 
sistem pengangkatan dalam bentuk negara monarki yang dinilai cenderung 
memunculkan pemimpin yang otoriter. Walaupun demikian, harus diakui bahwa 
pelaksanaan demokrasi melalui pemilu bukanlah sistem yang sempurna dan tidak 
mempunyai kelemahan-kelemahan. Pemilu akan mencapai tujuan utamanya, yaitu 
melahirkan para pemimpin amanah yang mensejahterakan rakyat, apabila negara 
yang akan menerapkan negara demokrasi tersebut bener-benar telah siap untuk 
hidup berdemokrasi.
1
 
Dalam konteks bagi kalangan Neo-modernis Islam, memandang bahwa 
demokrasi dipandang sebagai aturan politik yang paling layak, sementara agama 
                                                           
1
Muhadam Labolo, Teguh Ilham,  Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum  Di 
Indonesia (Cet 2 : PT Rajagrafindo Persada : Jakarta 2017), h.45-47. 
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diposisikan sebagai wasit moral dalam mengaplikasikan demokrasi. Hubungan 
Islam dengan demokrasi, terdapat dua problem, pertama problem filosofis yakni 
jika klaim Agama terhadap pemeluknya sedemikian total, maka akan menggeser 
ekonomi dan kemerdekaan manusia yang berarti juga menggeser prinsip-prinsip 
demokrasi. Kedua problem historis sosiologis yakni ketika kenyataannya peran 
Agama tidak jarang digunakan oleh penguasa untuk mendukung kepentingan 
politiknya. Pada intinya demokrasi menganut dasar kesetaraan manusia, sehingga 
hak individu dapat terjamin kebebasannya.
2
 
Demokrasi dalam perkembangannya ini, bukan atau tidak belum 
merupakan sebuah konsep yang Islami. Akan tetapi, dalam Islam atau al-Qur’an 
terkandung prinsip-prinsip dasar yang sejalan dengan demokrasi yang dikenal.
3
 
Islam menilai bahwa calon pemimpin bukan hanya sekedar kontrak sosial 
yang melahirkan janji dari calon pemimpin untuk melayani yang dipimpin sesuai 
kesepakatan bersama, serta ketaatan dari yang dipimpin kepada calon pemimpin, 
tetapi juga harus terjalin hubungan harmonis antara 
yang diberi wewenang memimpin dengan tuhan.
4
 
Islam pula memaknai politik yang tak lepas dari demokrasi sebagai 
aktifitas untuk mengurus atau mengatur kehidupan umat atau bangsa baik dalam 
negeri maupun luar negeri, yairu dengan cara membimbing mereka kejalan 
kemaslahatan umat. Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan politik (politics 
                                                           
2
Usman Jafar, Islam dan Politik (Makassar: Alauddin University Press, 2012) h. 35-37. 
3
Usman Jafar, Islam dan Politik, h.297 
4
Dewi Wardah Ningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah 
Konstitusi Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal” Skripsi (Lampung:UIN Raden Intan, 
2017) h.20. 
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atau siyasah) adalah untuk mengatur berbagai aktifitas dalam suatu sistem politik, 
atau negara untuk menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan 
tujuan-tujuannya. Sedangkan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, perlu 
dimiliki kekuasaan dan kewenangan yang dapat dipakai baik untuk membina 
kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam 
proses tersebut. Maka erat kaitannya demokrasi dan politik dalam Islam yang 
saling berkesinambungan memaslahatkan umat bernegara.
5
 
Indonesia pula sebagai bangsa termasuk yang beruntung karena sejak awal 
mayoritas rakyatnya telah memilih sistem demokrasi, dengan rakyat yang 
mayoritas muslim hampir tidak ada yang alergi terhadap demokrasi, berkat 
didikan yang diberikan oleh para pemimpinnya. Kenyataan ini merupakan modal 
penting untuk dikembangkan lebih jauh secara bertanggung jawab, adapun 
buahnya masih belum seperti yang diharapkan karena kesalahan dan kelemahan 
pemimpin itu sendiri dalam praktik politik, dalam sebuah fakta yang tidak boleh 
diabaikan. Upaya perbaikan sistem ini harus dilakukan secara terus-menerus tanpa 
merasa bosan, sekalipun hasilnya sering menyakitkandan melelahkan, secara 
ringkas dapat digambarkan bahwa pasang-surutnya pelaksanaan demokrasi di 
Indonesia berkaitan erat dengan prilaku para elitnya, apakah mereka berhati 
lapang, atau malah berhati sempit dan tidak bertanggung jawab.
6
 
Sistem demokrasi di Indonesia tidak terpisahkan dengan instrumen yang 
disebut partai politik bahkan di negara manapun. Tidak dapat dikatakan 
                                                           
5Beddy Iriawan Maksudi, Sistem Politik Indonesia (Cet 3: Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 
h.16. 
6
Sapta Wahyono, “Demokratisasi Di Indonesia (Studi Kompratif Pemikiran Abdurrahman 
Wahid dan Nurcholis Madjid)” Skripsi (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 
2010), h.12. 
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demokratis sebuah negara jika tidak ada partai politik di negara tersebut karna 
pada hakikatnya partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat 
untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Keberadaan partai 
politik dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia serta 
keberadaannya sebagai suatu badan hukum. Hampir semua negara di dunia ini 
sepakat bahwa demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat adalah sebuah 
sistem yang dapat diterima agar kedaulatan rakyat benar-benar terwujud. Partai 
politik akan tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin tingginya tingkat 
kesadaran masyarakat dalam berpolitik sehingga kehadiran suatu partai politik 
diharapkan mampu untuk mengakomodasi kepentingan mereka.
7
 
Pemilu hampir tidak mungkin dilaksanakan tanpa kehadiran partai-partai 
politik ditengah masyarakat.Keberadaan partai juga merupakan salah satu wujud 
nyata pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang kedaulatan berada ditangan rakyat, 
maka, kekuasaan harus dibangun dari bawah. Konsekuensinya, kepada rakyat 
harus diberikan kebebasan untuk mendirikan partai-partai politik.Pasal 28 UUD 
1945 dengan tegas menyatakan “kemerdekaaan berserikat dan berkumpul, 
mengeluarkan fikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam 
Undang-Undang”. 
Maksudnya, disana dinyatakan bahwa pasal 28 ini serta pasal-pasal lain 
yang mengenai penduduk dan warga negara hasrat bangsa Indonesia untuk 
membangun negara yang bersifat ber-perikemanusiaan. Jadi yang diperlukan 
untuk memperinci ketentuan pasal 28 ini adalah sebuah Undang-Undang yang 
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Muhadam Labolo, Teguh Ilham, Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di 
Indonesia (Cet 2 : PT Rajagrafindo Persada : Jakarta 2017), h.7-8. 
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mengatur tentang “kebebasan berserikat” warga negaranya. Bukan sebuah 
Undang-Undang yang justru akan membatasi warga negaranya untuk 
menyampaikan aspirasi suaranya.
8
 
Untuk konteks Indonesia, banyak sekali orang mencampuradukkan antara 
electoral laws dengan electoral processes. Di dalam ilmu politk artinya, electoral 
laws, sistem pemilihan dan aturan yang menata bagaimana pemilu dijalankan serta 
distribusi hasil pemilihan umum. Sementara electoral processes, mekanisme yang 
dijalankan dalam pemilihan umum, seperti mekanisme penentuan calon, cara 
berkampanye.
9
 
Dibeberapa daerah masih diwarnai oleh perselisihan yang tak kunjung 
usai. Lalu yang menjadi fenomena lainnya dalam pilkada secara umum di 
Makassar menetapkan hasil rekapitulasi yang hasilnya kotak kosong  meraup 
suara 53 persen dan pasangan calon tunggal meraup suara 47 persen suara. Oleh 
karna kotak kosong yang menjadi pemenang dalam pilkada di Kota Makassar, 
jabatan kosong akan di isi oleh seorang pejabat (pj) Walikota yang tertera dalam 
pasal 54D ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016. Pengangkatan tersebut berdasarkan 
dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 
Dengan terbitnya undang-undang tersebut maka membawa warna baru 
dalam proses pilkada. Munculnya calon tunggal dalam pasangan calon harus tetap 
berjalan karena sudah diatur dalam konstitusi. Pemilihan dilakukan dengan 
menggunakan surat suara yang memuat dua kolom terdiri atas satu kolom yang 
                                                           
8SyamsulHadi, “Kriteria Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam” Skirpsi 
(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, 2012) h. 2. 
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Interpratama Mandiri, 2017) h. 44. 
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memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar (pasal 
54c ayat 2).
10
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di Wilayah Kota Makassar, dan yang 
menjadi focus penelitian pada skripsi ini adalah: 
1. Fenomena 
2. Kotak Kosong Pemilu 
3. Siyasah Syariah 
2. Deskripsi Fokus  
Adapun judul skripsi adalah: “Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilihan 
Walikota Makassar Pada Pemilihan Umum tahun 2018 (Perspektif Siyasah 
Syariah)“ dapat diberikan pengertian sebagai berikut agar tidak terjadi 
kesimpang siuran dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsi
kan pengertian dari beberapa variabel yang dianggap penting : 
a. Fenomena, yang dimaksud adalah sesuatu yang terlihat dan dialami 
ketika terjadi dan dianggap luar biasa.
11
 
b. Kotak Kosong pemilu, yang dimaksud adalah kolom kosong yang tidak 
tercantumkan foto pasangan calon Kepala Daerah yang tertera pada 
lembaran surat pemilihan. 
                                                           
10https://www.google.co.id/url?=http://repository.umy.ac.id  (Diakses pada tanggal 25 
September 2018, 22.45 WIB). 
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c. Siyasah Syariah,yang dimaksud adalah pengaturan kemaslahatan 
manusia berdasarkan syara.
12
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka pokok masalah penelitian 
adalah “Bagaimana Perspektif Siyasah Syariah Menyikapi Fenomena Kotak 
Kosong Dalam Pemilihan Kepala Daerah?” Pokok masalah tersebut dijabarkan 
dalam 3 sub masalah yaitu : 
1. Bagaimana peran KPU menghadapi kotak kosong di Kota Makassar ? 
2. Bagaimana sikap Partai Politik mengenai kotak kosong terhadap pemilu di 
Kota Makassar ? 
3. Bagaimana konsep Fiqh Siyasah Syariah dalam memandang kotak kosong 
terhadap pemilihan pemimpin ? 
D. Kajian Pustaka 
Penelitian tentang “Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilihan Walikota 
Makassar Tahun 2018 (Perspektif Siyassah Syariah)” berbagai hasil dari 
penelusuran buku-buku dan jurnal, ditemukan beberapa yang membahas 
mengenai Demokrasi, Pemilihan Umum, Calon Tunggal. Yang membantu peneliti 
memberikan pembeda dalam penulisan itu sendiri. Berikut beberapa judul buku 
yang terkait dengan penelitian, yaitu: 
Ni’matul Huda dan Imam Nasef, dalam bukunya yang berjudul“Penataan 
Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi”.buku ini menjelaskan 
tentang perjalanan demokrasi dan pemilu yang dilaksanakan setelah reformasi 
                                                           
12H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah  (Cet 1. Prenada Media: Bogor, 2003) h. 2. 
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1998, yang bertujuan memperbaiki sistem politik agar menjadi lebih demokratis 
dengan pemilu yang lebih baik pula. Buku tersebut menjadi acuan oleh peneliti 
karena pembahasan mengenai bagaimana penataan pemilu secara baik dimasa 
awal reformasi. Sistem politik saat ini seharusnya semakin membaik bercermin 
dari penataan pemilu sejak awal reformasi sampai sekarang. Penataan politik dari 
masa kemasa seharusnya memberikan solusi kepada para pemilu, meskipun pada 
kenyataannya politik hanya bercerita tentang kepentingan namun seharusnya 
sistem politik dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, bukunya yang berjudul “Partai 
Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia”.buku ini menjelaskan teori-
teori para ahli yang berkaitan dengan partai politik dan sistem pemilihan umum 
serta dinamika implementasinya berdasarkan praktek yang pernah terjadi di 
Indonesia. Dari berbagai pandangan teori tersebut akan menjadi kiblat yang baik 
untuk pemilu yang terjadi di Indonesia. 
Usman Jafar, dalam bukunya “Islam Dan Politik”, menjelaskan persoalan 
Islam dan Politik dan mengelaborasi prinsip-prinsip pengolaan kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara, demikian pula pembahasan mengenai praktek 
politik pada masa awal Islam, klasik, pertengahan, hingga pemikiran modern. 
H. A. Djazuli, buku yang berjudul“Fiqh Siyasah”.membahas nilai-nilai 
atau struktur normatif yang memberikan arah dan corak Siyasah Syariah dalam 
rentan sejarah umat Islam. Dalam buku ini, penulisnya mengajak pembaca untuk 
mencoba membedah berbagai tema penting dan kaidah-kaidah yang berlaku 
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dalam Fiqh Siyasah, untuk menemukan harmonisasi antara relevansi semangat 
ajaran dengan kenyataan kehidupan konkret. 
Miriam Budiardjo, buku yang berjudul “Dasar-Dasar Ilmu Politik” 
membahas bagaimana cara mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai ilmu 
politik, buku ini sebuah edisi revisi (penyempurnaan) dari banyak buku yang telah 
diterbitkan. Buku ini mengantarkan mahasiswa serta masyarakat umum yang 
berminat kedalam dunia politik, juga membahas konsep-konsep seperti politik, 
kekuasaan, pembuat keputusan. Penulisnya juga membahas mengenai undang-
undang dasar. Dari buku ini juga seharusnya masyarakat atau kaum kaum elite 
politik lebih cerdas dalam berpolitik dengan konsep-konsep yang lebih menarik 
Wafia Silvi Dhesinta, dalam jurnalnya berjudul “Calon Tunggal Dalam 
Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi” pembahasan dalam 
jurnal ini, penulisnya lebih mendorong kepada penilaian  mengenai pemilu dan 
calon tunggal dengan konsep demokrasi. Yang dimana pelaksanaan pilkada 
dibeberapa daerah masih memiliki beberapa permasalahan seperti kurangnya 
sosialisasi. 
Agus Yulianto, dalam jurnalnya berjudul “Pilkada Kotak Kosong” 
pembahasan dalam jurnal ini, penulisnya membahas faktor munculnya calon 
tunggal dan peraturan pemerintah yang mengaturnya. Penulisnyajuga berasumsi 
bahwa pilkada dengan calon tunggal bukanlah kontestasi politik yang bagus, 
karena tidak adanya persaingan meraih kekuasaan. 
Dari buku dan jurnal yang telah dipilih sebagai titik acuan diatas, baik 
secara perorangan maupun kelompok tidak ada yang membahas lebih detail 
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mengenai fenomena kotak kosong. Bahkan literatur-literatur yang ada, belum 
membahas secara spesifik mengenai fenomena kotak kosong. Kalaupun ada 
literatur tersebut hanya membahas mengenai definisi kotak kosong itu sendiri. 
Maka dari itu,  peneliti ingin melakukan penelitian yang lebih spesifik 
mengenai penekanan terhadap fenomena kotak kosong atau calon tunggal 
terhadap  pandangan Fiqh Siyasah syariah. Dengan demikian akan lebih jelas 
manfaat  penulisan ini dibuat agar pemahaman mengenai aturan-aturan dan 
pandangan agama Islam tentang pemilu lebih diperhatikan dan dijunjung tinggi. 
E. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 
a. Mengetahui praktik sosialisasi KPU kepada masyarakat mengenai kotak kosong 
dalam pemilihan Walikota di Makassar. 
b. Mengetahui sejauh mana partai politik memandang kotak kosong yang terdapat 
dalam lembar kolom pemilihan. 
c.Untuk mengetahui bagaimana Islam memandang hukum yang telah menjadi 
kebijakan dalam hal pemilihan pemimpin. 
2. Kegunaan 
a. Secara Teoretis 
1) Sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna bagi perkembangan 
ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum Islam  
yang mengatur tentang fenomena kotak kosong dalam pemilihan umum. 
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2) Sebagai masukan untuk menambah ilmu pengetahuan para pembaca atau 
masyarakat pada umumnya dan penulis pada khususnya. 
b. Secara Praktis 
1) Memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti. 
2) Memberikan gambaran tentang peranan instansi yang terkait dalam 
mengaturhukum yang berkaitan dengan segala bentuk aturan yang telah 
menjadi kebijakan dalam fenomena kotak kosong. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Istilah Kotak Kosong Dan  Latar Belakang Munculnya 
Di dalam demokrasi pancasila, selain keputusan harus diproiritaskan untuk 
diambil secara musyawarah-mufakat, juga tidak boleh ada suatu keputusan yang 
diambil sendiri. Dengan memahami hal ini, sesungguhnya tidak perlu ada satu 
kelompok pun yang terlalu berambisi untuk tampil meraih mayoritas tunggal. Bahwa 
sebagai konsekuensi pemilu. Ada yang menang dan ada yang kalah, termasuk hal 
lumrah tetapi harus diperjuangkan habis-habisan dalam konteks demokrasi pancasila. 
Kita dapat memahami logika demokrasi pancasila tidak mengenal dikotomi partai 
pemerintah versus partai oposisi. Itulah sebab penting relevansi mayoritas tunggal 
dalam sistem demokrasi pancasila. Tidak usah lah habis-habisan untuk meraih 
mayoritas tunggal yang pada gilirannya akan menggelincirkan sistem demokrasi 
pancasila.
1
 
Memasuki era Reformasi, terjadi perubahan UUD 1945. Yang salah satunya 
mengubah mekanisme pemilihan langsung untuk memilih presiden dan wakil 
presiden serta untuk mengisi kursi lembaga Legislatif. Penyelenggaraan pemerintah 
menganut sistem demokrasi Konstitusional. Mekanisme pengisian jabatan politik 
tertentu dalam pemerintah dipilih secara langsung oleh rakyat. Pilihan terhadap 
                                                           
1Suandi Maarif,  Demokrasi Teistis (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h.206. 
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mekanisme pengisian jabatan politik tertentu dengan cara pemilihan langsung tidak 
lain agar pemerintah yang terbentuk mempunyai legitimasi luas.
2
 
Untuk mengetahui penerapan system pilkada langsung di Indonesia perlu 
ditinjau berbagai jenis sistem pilkada langsung yang selama ini perlu diterapkan di 
daerah-daerah di beberapa Negara dengan sistem presidensial 
1. First Past the Post System, system ini dikenal sebagai system sederhana 
dan efisien. Calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak 
otomatis memenangkan pilkada dan menduduki kursi kepala daerah, 
karenanya system ini dikenal juga dengan system mayoritas sederhana. 
Konsekuensinya calon kepala daerah dapat memenangkan pilkada 
walaupun hanya meraih kurang dari separuh suara juamlah pemilih 
sehingga legitimasinya sering dipersoalkan. 
2. Prefevtial Voting System atau Aprroval Voting System, cara kerja sistem 
ini adalah pemilih memberikan peringkat pertama, kedua, dan seterusnya 
terhadap calon-calon kepala daerah yang ada pada saat pemilihan. Seorang 
calon akan otomatis memenangkan pilkada langsung dan terpilih menjadi 
kepala daerah jika perolehan suaranya mencapai peringkat pertama yang 
terbesar. Sistem ini dikenal sebagai mengakomodasi sistem mayoritas 
sederhana namun dapat membingungkan proses prhitungan suara disetiap 
                                                           
2Heru Widodo, Perselisihan Hasil Pilkada Serentak  (Cet 1,  Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 
h.9. 
14 
 
 
tempat pemungutan suara (TPS) sehingga perhitungan suara mungkin 
harus dilakukan secara terpusat. 
3. Two Round System atau Run-off System, sesuai namanya cara kerja sistem 
ini pemilih dilakukan dengan dua putaran dengan catatan jika tidak ada 
calon yang memperoleh mayoritas absolute (lebih dari 50 persen) dari 
keseluruhan suara dalam pemilihan putaran pertama. Dua pasangan calon 
kepala daerah dengan perolehan suara terbanyak harus melalui pemilihan 
putaran kedua beberapa waktu setelah pemilihan putaran pertama. 
Lazimnya, jumlah suara minimum yang harus diperoleh para calon pada 
pemilihan putaran pertama agar dapat mengukuti putaran kedua bervariasi, 
dari 20 persen sampai 30 persen, sistem ini paling popular di negara-
negara Demokrasi Presidensial. 
4. System Electoral Collage, cara kerja sistem ini adalah setiap daerah 
pemilihan diberi alokasi atau bobot suatu dewan pemilih sesuai dengan 
jumlah penduduk. Setelah pilkada, keseluruhan jumlah suara yang 
diperoleh tiap calon di setiap daerah pemilihan tersebut dihitung. 
Pemenang disetiap daerah pemilihan berhak memperoleh keseluruhan 
suara dewan pemilih di daerah pemilih yang bersangkutan. Calon yang 
memperoleh suara dewan pemilih terbesar akan memenangkan pilkada 
langsung. Umumnya, calon yang berhasil memenangkan suara di daerah-
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daerah pemilihan dengan jumlah penduduk padat terpilih menjadi kepala 
daerah.
3
 
Ketika  pemilihan serentak memulai rana dalam pemilihan umum di 
Indonesia, maka polemik Fenomena calon tunggal ini membuat Komisi Pemilihan 
Umum (untuk selanjutnya KPU) membuat putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015. 
Munculnya calon tunggal ini diakibatkan dengan adanya mahar dari berbagai partai 
politik yang sangat mahal, dan seketika latar belakang pasangan calon tunggal inilah 
yang menjadi fenomena dalam sejarah pemilihan di Indonesia. Menurut Mahkamah 
Konstitusi, pilkada yang hanya diikuti satu pasangan calon harus ditempatkan sebagai 
upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara, setelah 
sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit 
dua pasangan calon. 
4
 
Kemunculan kotak kosong berbarengan dengan hadirnya calon tunggal pasca 
revisi UU No. 8 Tahun 2015 menjadi UU No. 10 Tahun 2016 tentang pilkada. Dasar 
perubahan tersebut dipicu oleh fenomena calon tunggal di beberapa daerah pemilihan 
yang menggelar pilkada serentak pada 2015. Kondisi tersebut membuat KPU 
kewalahan. Kasus serupa kembali lagi terjadi pada pilkada serentak kedua pada 2017. 
Dan untuk ketiga kalinya fenomena yang sama menggemparkan publik setanah air, 
pasca dilangsungkan pilkada serentak gelombang ketiga 27 Juni 2018. Yang secara 
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Rizki Ananda Sari, “Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2017” 
Skripsi (Tebing Tinggi, Universitas Sumatera Utara, 2018), h.25-26. 
4
Heru Widodo, Perselisihan Hasil Pilkada Serentak  (Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 
h.70-71. 
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yuridis  fenomena ini tidak menyalahi aturan sebab, ketentuan mengenai pasangan 
calon tunggal telah diakomodasi dalam pasal 54 C UU No. 10 Tahun 2016.
5
 
Walaupun dihadapkan dengan bumbung kosong, calon tunggal tetap harus 
melalui semua tahapan dalam pilkada, sehingga calon tunggal akan tetap bekerja 
meyakinkan pemilih bahwa dia adalah pilihan yang tepat bagi pemilih. Dengan 
begitu, calon tunggal akan tetap berkampanye dan menyampaikan visi misinya 
meskipun lawannya bumbung kosong. Meskipun melawan bumbung kosong, tidak 
ada jaminan bahwa calon kepala daerah yang melawan bumbung kosong pasti akan 
menang.
6
 
B. Kontekstasi Politik Dan Pemilukada Dalam Islam 
 Hubungan antara Islam dan politik bukan saja telah banyak dibicarakan dan 
ditulis, tapi dipandang sebagai hal yang sangat lazim. Agama selain Islam memiliki 
pengalaman hubungan tersebut yang dijumpai, namun dalam Islam hubungan tersebut 
semakin terasa relevansinya terutama dimasa sekarang. Misalnya saat perbincangan 
hubungan Islam dengan konsep-konsep politik, seperti kekuasaan, kedaulatan, 
susunan masyarakat, hak-hak asasi manusia. Berbagai pembahasan konsep-konsep 
politik dalam hubungannya dengan Islam telah banyak pula dikemukakan oleh para 
ahli dan melahirkan teori-teori politik dalam Islam. Pemikiran serta teori tersebut 
sudah muncul sejak masa klasik, masa pertengahan, hingga masa modern islam 
sekarang ini. Dari ketiga masa itu lahir silih berganti tokoh dan pemikir muslim yang 
                                                           
5
https://m.detik.com/news (Diakses pada tanggal 22 Oktober 2018, 23.05 WITA). 
6Iza Rumesten, “Fenomena Calon Tunggal Dalam Pesta Demokrasi”  Skripsi (Palembang, 
Universitas Sriwijaya, 2015)  h.11-12. 
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telah memberikan kontribusi pemikirannya dibidang politik dalam rangka 
memberikan jawaban dari permasalahan pokok.
7
 
Disisi lain meskipun Islam politik dimasa Orba tidak bisa hidup, banyak tokoh 
Islam yang masih memiliki orientasi Islam struktural. Tentu saja hal ini tidak di 
ekspresikan melalu partai-partai politik, melalui sarana lain seperti ormas-ormas 
Islam yang dapat berperan sebagai interest group atau melalui tulisan mereka.
8
 
Sejak terjadinya dekontruksi tatanan politik kolonialisme barat, masyarakat 
muslim mengalami perubahan sosial budaya, dalam beberapa dasawarsa 
pembangunan ekonomi yang menghasilkan perkembangan baru yang sering tidak 
mempunyai presedennya di masa silam. Nilai tradisional Islam yang selama ini relatif 
mapan kini terancam dalam berhadapan dengan nilai baru yang muncul sebagai 
dampak modernisme dan modernisasi. Kalangan post-modernisme menemukan 
relevansi cukup kuat dengan perkembangan politik kontenporer masyarakat muslim. 
Misalnya melihat revolusi Islam Iran sebagai ekspresi politik skeptis, yang tidak 
percaya sepenuhnya pada tatanan demokratis dan representasi yang terwujud, dari 
keberhasilan dekontruksi tatanan politik barat resistensi muncul sebagai monster yang 
sangat mengerikan juga mengalami radikalisasi terhadap proyek modernisme. Namun 
perbenturan dalam banyak hal dirangsang oleh barat sendiri, yang masih tetap 
                                                           
7Abdullah, Politik Islam Dan Sorotan  (Makassar: Alauddin university Press, 2012), h.25. 
8Hamid Basyaib, Mengapa Partai Islam Kalah  (Jakarta: Alvabet, 1999), h.15. 
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memandang sebagai jalan menuju kemajuan dan masyarakat muslim harus mengikuti 
pengalaman barat dalam berbagai aspeknya.
9
 
Sebagaimana tatanan yang telah dilewati oleh masyarakat muslim melalui jalur 
politik maupun nonpolitik. Sebelum dan di awal Orba, kecenderungan para pemimpin 
muslim untuk terlibat dalam kancah politik sangatlah kuat, sehingga 
mengidentifikasikan perjuangan Islam dengan partai politik yang berbau islam.
10
 
Banyak pemahaman bahwa demokrasi  lebih dari sekedar adanya partai politik dan 
pemilu reguler. Sebuah negara baru dapat disebut demokrasi jika memiliki pilar dan 
kultur politik demokrasi seperti kebebasan berserikat dan menyatakan aspirasi 
demokratis, dan kebebasan media massa. Adanya masyarakat politik menjadi faktor 
pentinng ke arah transisi dan konsolidasi demokrasi. Ketiadaan atau lemahnya 
masyarakat politik membuat kian sulitnya transisi dan konsolidasi demokrasi. Bangsa 
yang lemah dalam masyarakat politiknya banyak kesulitan karena kelemahan 
infrastruktur politik dan budaya berdemokrasi.
11
 
Sebuah negara demokratis yang baik harus mampu menahan kekuatan pasar 
global dan melindungi warganya, hanya negara demokratis yang dapat menolak 
hukum Oligarki yang keras. Demokrasi yang kuat mengutamakan persamaan 
kekuasaan dalam pembuatan keputusan yang demokratis dan menantang hubungan-
hubungan kekuasaan yang tidak setara akan terbentuk. Dalam prosesi politik 
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demokratis pengamat lebih membandingkan permasalahan pemilu di Indonesia pada 
tahun 1999 dengan pemilu pertama tahun 1955. Penegasan sesuatu yang lebih 
mendalam bahwa ada kontinuitas antara dua pemilu tersebut, apakah yang 
disarankan, atau yang telah diwariskan sepanjang tahun sebelumnya.
12
 
Kemajuan dan kemunduran sistem politik dan berdemokrasi umat muslim 
akibat kuatnya kolonialsme kaum barat, berkenaan dengan fungsinya para kalangan 
muslim bermunculan dinasti sebelum itu, meskipun demikian tidak ada halangan bagi 
ummat Islam berpartisipasi berpolitik dan demokrasi. Sikap dan perilaku para 
pemimpin negara harus bergantung atas pandangan mengenai hubungan agama dan 
politik pada masa sebelum mereka, maka dunia Islam dewasa ini melihat beberapa 
pelaksanaan Siyasah Syariah sebagai berikut: 
1. Negara yang melaksanakan hukum Islam secara penuh, pola 
integralistik. 
2. Negara yang menolak hukum Islam secara penuh, pola sekularistik. 
3. Negara yang tidak menjadikan sebagai suatu kekuatan struktural, 
tetapi menempatkannya sebagai kekuatan kultural atau mencari 
kompromi, pola simbolik.
13
 
Di Indonesia, Agama Islam mulai dari awal kedatangan sampai sekarang 
penuh dengan dinamika dan punya warna tersendiri dalam kehidupan. Dinamika 
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Ija Suntana, Kapita selekta Politik Islam  (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010) h.249-250. 
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tersebut dapat terlihat ketika berhubugan dengan politik negara yang modern ini, 
inilah sebuah fase yang berlangsung. 
Dalam konteks demikian kehadiran Islam di dunia pada umumnya menjadi 
suatu fakta historis dan selalu bersifat kompleks dan penuh warna, lebih-lebih bagi 
sebuah gerakan keagamaan yang tidak memisahkan politik, demokrasi dengan agama. 
Dengan berbagai pandangan persepsi yang berbeda-beda tentang hubungan Islam dan 
politik mudah dipahami seperti apa posisi Islam selama ini. Pedoman yang telah 
dipegang oleh ummat Islam itu yang menjadi acuan dan sumber dari pemecahan 
masalah yang mereka hadapi.
14
 
 
C. Demokrasi 
1.  Pengertian Demokrasi 
 Perkataan demokrasi pertama kali diciptakan oleh sejarawan Herodotus pada 
abad ke-5 SM. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat (demo: rakyat, krateis: 
memerintah). Sistem ini kritik dari pemikir Yunani lainnya seperti Plato, Aristoteles, 
bahkan dari Thucydides, karena mereka menilai bahwa warga negara biasa tidak 
berkompeten untuk memerintah. Tetapi Yunani kuno pada umumnya percaya bahwa 
demokrasi adalah tatanan politik yang terbaik untuk menciptakan kestabilan politik.
15
 
Macam-macam istilah demokrasi dikenal kalangan umum dinamakan 
demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi 
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rakyat, demokrasi sofiet, dan demokrasi nasional semua konsep tersebut memki 
istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “goverment 
or rule by the people”. Diantara  sekian banyak aliran fikiran yang dinamakan 
demokrasi, ada dua kelompok aliran yang paling penting yaitu demokrasi 
konstitusional dan kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi tetapi yang 
pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas komunisme.
16
 
Dalam pandangan lain, demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan 
paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai 
berikut : 
a. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat. 
b. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat 
mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah 
ditempuhnya. 
c. Diwujudakan secara langsung maupun tidak langsung. 
d. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang 
lainya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, 
dan dilakukan secara teratur dan damai. 
e. Adanya proses pemilu, dalam Negara demokratis pemilu dilakukan secara 
teratur  dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih. 
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f. Adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi 
setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, 
seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat.
17
 
2. Prinsip Demokrasi 
Prinsip demokrasi terdiri atas persamaan, kebebasan, dan kemajemukan. 
Prinsip persamaan memberikan penegasan bahwa setiap warga negara baik rakyat  
Biasa ataupun pejabat mempunyai persamaan, kesempatan dan kesamaan kedudukan 
dihadapan hukum dan pemeintah. 
Prinsip kebebsan menegaskan bahwa setiap individu warga negara atau rakyat 
memiliki kebebasan menyampaikan pendapat dan membentuk perserikatan. 
Sedangkan prinsip kemajemukan memberikan penegasan dan pengakuan bahwa 
keragaman budaya, bahasa, etnis, agama, pemikiran dan sebagainya merupakan 
sesuatu yang tidak bisa terelakkan. Perinsip ini harus bersinergi antara satu denga 
yang lain, tidak akan dapat berjalan walaupun adanya pembagian kekuasaan, tetapi 
tidak diikuti oleh adanya Pemerintahan berdasarkan atas hukum, atau tanpa diikuti 
oleh adanya partai politik yang lebih dari satu.
18
 
Dan negara pada saat ini menganut paham demokrasi yang merupakan sistem 
yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan yang sekiranya tidak 
dapat dibantah. Dalam khazanah inilah pemikiran diberbagai negara sampai pada satu 
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titik temu tentang demokrasi adalah suatu pilihan tebaik dari berbagai pilihan yang 
lainnya. Sebuah laporan salah satu Organ PBB yakni UNESCO pada awal 1950 
menyebutkan bahwa tidak ada satu pun tanggapan yang menolak demokrasi sebagai 
landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan 
organisasi modern.
19
 
3. Demokrasi di Indonesia 
Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu Demokrasi berdasarkan Pancasila, 
masih dalam tahap perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat 
berbagai tafsiran dan pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa 
beberapa nilai pokok dari Demokrasi cukup jelas tersirat dari Undang-undang Dasar 
1945 yang belum di amandemen. 
Selain itu Undang-undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip 
yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam penjelasan Undang-undang 
Dasar 1945 mengenai sistem Pemerintahan negara yaitu : 
a. Indonesia ialah negara yang berdasakan atas Hukum (Rechtsstaat), tidak 
berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat). 
b. Sistem Konstitusional Pemerintahan berdasarkan Konstitusi (hukum 
dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). 
Berdasrkan dua istilah tersebut maka jelaslah bahwa demokrasi yang 
menjadi dasar dari Undang-undang Dasar 1945 yang belum di amandemen ialah 
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Demokrasi Konstitusional. Disamping itu corak khas Demokrasi Indonesia, yaitu 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
perwakilan, dimuat dalam pembukaan Undang-undang Dasar.
20
 
Perkembangan demokrasi di Indonesia banyak mengalami pasang surut. 
Selama 25 Tahun berdirinya Republik Indonesia masalah pokok yang dihadapi 
bagaimana, dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, mempertinggi 
tingkat kehidupan ekonomi disamping membina suatu kehidupan sosial politik yang 
demokratis.  
Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia terbagi 
dalam empat masa yaitu : 
1. Masa Republik Indonesia I (1945-1959), yaitu masa demokrasi (konstitusional) 
yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu 
dapat dinamakan Demokrasi Parlementer. 
2. Masa Republik Indonesia II (1959-1965), yaitu masa demokrasi terpimpin yang 
dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi Konstitusional yang 
secara formal merupakan landasannya, dan menunjukkan beberapa aspek 
demokrasi rakyat. 
3. Masa Republik Indonesia III (1969-1998), yaitu masa demokrasi Pancasila 
yang merupakan demokrasi Konstitusional yang menonjolkan sistem 
presidensial. 
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h.106. 
25 
 
 
4. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang), yaitu masa Reformasi yang 
menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap 
praktik-praktik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III.
21
 
 
D. Calon Tunggal Dalam Sudut Pandang Islam 
 Pemerintah Islam Khalifah dibantu oleh para Wali yang bisa disebut Gubernur 
untuk mengurusi wilayah atau provinsi, Wali diangkat oleh Khalifah untuk 
mengurusi wilayah untuk menerapkan konsep sentralisasi. Khilafah adalah sebutan 
yang diberikan kepada sistem pemerintahan Islam yang sama sekali berbeda dengan 
sistem-sistem pemerintahan yang lain. 
Khilafah dapat di definisikan sebagai pemimpin umum atas seluruh kaum muslim di 
dunia, yang menerapkan hukum-hukum Syari’at dan mengemban misi dakwah 
keseluruh dunia. Memilih Khilafah haruslah orang yang terbaik atau yang lebih 
utama diantara yang ada untuk menduduki suatu jabatan, dan apabila terpilih dan 
menduduki jabatan itu hendak ia menunaikan amanah dan kewajiban dengan sebaik-
baiknya.Para Fuqaha sepakat bahwa hukum ijtihad adalah wajib. Beberapa alasan 
diantaranya ialah: 
 Allah memerintahkan kepada siapa saja yang mempunyai kemampuan berfikir 
untuk mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi. Ini merupakan petunjuk wajib 
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melakukan ijtihad atas orang-orang yang telah memenuhi syarat. Firman Allah dalam 
QS As-Sajdah 32/24: 
                          
Terjemahnya : 
”Dan kami jadikan diantara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi 
petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-
ayat kami.
22
 
Maksud ayat ini, diwajibkan memerintahkan hukum-hukum yang ada didalam
al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Bagi orang-orang yang telah mampu berijtihad, akan 
dapat memahami dan menentukan illat hukumnya (hal-hal yang menjadi sebab 
adanya ketetapan hukum syara’), kemudian menetapkan hukum pada masalah yang 
tidak ada nashnya itu sama dengan masalah yang sudah ada nashnya, karena adanya 
persamaan illat antara keduanya. Dalam pemaparan tersebut jelas Islam sebagai 
rahmatan lil alamin mengemukakan tentang kriteria pemimpin dalam Islam.
23
 
Pemilihan pemimpin dalam Islam diatur dalam hadist yang Diriwayatkan oleh 
Muslim, 1650, dari Abu Hurairah radhiallahu’anhu berkata, Rasulullah sallallahu’ala
hi wa sallam bersabda: 
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 ىَأَر َف ٍينَِيَ ىَلَع َفَلَح ْنَم َِتْأَيْل َف اَه ْ نِم ًار ْ يَخ اَهَر ْ يَغ ِينَِيَ ْنَع ْر ِرْ َفُيْيَل ا
24  
Artinya : 
“Barangsiapa yang bersumpah, dan dia melihat yang lainnya itu lebih baik 
darinya, maka pilihlah yang lebih baik dan tebuslah sumpahnya.” 
Islam adalah Agama yang dianugerahkan kepada seluruh manusia melalui 
seorang Nabi terakhir yang Ummi sebagai tuntutan untuk memperoleh kebahagiaan 
di Dunia dan Akhirat. Bermula dari hal tersebut maka Ulama  membuat sebuah 
kaidah pokok dari syariat yaitu mendatangkan berbagai kemaslahatan serta menolak 
berbagai kerusakan 
Imam Ghozali mengemukakan bahwa pada prinsipnya maslahah adalah 
mengambil manfaat dan menolak kemudhrotan dalam rangka memelihara tujuan 
syara’. Tujuan syara’ yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk yaitu, 
memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 
Maslahah Ammah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan 
orang banyak, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Kemaslahatan umat 
merupakan  sesuatu yang netral dalam kajian hukum Islam, sehingga kebijakan 
apapun yang diberlakukan oleh penguasa harus selalu mempertimbangkan dan 
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memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan. Dengan kata lain apakah kemaslahatan 
bagi ummat atau malah sebaliknya.
25
 
Pentingnya partisipasi politik dan demokrasi dalam pemilihan yang telah 
dijelaskan dalam al-Qur’an dan Sunnah. Perwujudan itu tidak terlepas dari 
persyaratan yang sudah mutlak dijelaskan, baik dari kriteria pemilihan pemimpin 
hingga kewajiban dalam menjalankan jabatannya. Dalam pemilihan sekarang ini 
maka bukan saja diferensiasi dalam kepemimpinan yang berdasar pada agama dan 
kepemimpinan sekular, tetapi juga melibatkan kompetisi pemimpin dengan legitimasi 
tradisional dan yang lebih rasional.
26
  
Maka dengan mempertahankan nilai-nilai ajaran agama Islam, lebih efektif 
dalam kehidupan manusia, di samping untuk mendirikan sebuah daerah atau negara 
juga untuk melindungi masyarakat dari kewenangan-kewengan satu golongan atau 
orang terhadap golongan yang lainnya. Mempunyai kekuatan dan kekuasaan 
memaksa agar peraturan yang diciptakan dapat dipatuhi sejauh tidak bertentangan 
dengan ajaran Islam itu sendiri.
27
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu sehingga dalam hal ini dapat 
diketahui terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yakni cara ilmiah, data, 
tujuan dan kegunaan. Oleh karena itu secara umum data yang diperoleh dalam 
penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi 
permasalahan agar tidak terjadi. 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan (feed kualitatif research). 
Penelitian ini bersifat sementara dan akan selalu berkembang atau berganti selama 
peneliti turun dan meninggalkan lapangan. Penelitian ini digunakan untuk 
mengungkap secara mendalam mengenai fenomena sosial yang terjadi melalui 
informan dilapangan. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. Dipilihnya Kota 
Makassar sebagai lokasi penelitian karena merepakan pusat pemerintahan dalam hal 
dimana ditunjuk oleh pemerintah provinsi sebagai barometer perpolitikan, kedua 
karena Kota Makassar memiliki sejarah pemilihan yang baru dalam hal Kotak kosong 
Pilkada, ketiga karena penelitian dengan tempat tinggal sangat mudah untuk diakses.  
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B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan masalah dalam penulisan ini adalah pendekatan Yuridis Normatif 
dan dibantu dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yang dilakukan ini 
mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoretis 
yang menyangkut undang-undang dasar yang berkenaan dengan permasalahan 
mengenai peran KPU. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dengan bantuan 
pertanyaan dilapangan dicoba untuk mencari jawaban melalui informan. 
C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini digunakan sumber data ke dalam dua jenis yaitu :Data 
Primer dan Data Sekunder. 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang didapat dari sumber utama baik dari individu 
atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil kuesioner yang bisa dilakukan 
oleh peneliti. Berikut beberapa informan yang akan peneliti wawancara ialah, Instansi 
KPU sebanyak 3 orang yaitu Kepala KPU dan 2 Staf KPU, Partai politik 3 partai 
yang diwakili setiap 1 orang yaitu Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai PKB, . 
Maka jumlah yang akan peneliti wawancarai sebanyak 6 orang. 
Adapun rincian pemilihan informasi tersebut yang lebih jelas dapat dilihat 
pada tabel berikut ini: 
Tabel.1 Informan 
No Nama Informan Jumlah Informan Keterangan 
31 
 
1. KPU 3 orang 1 Kepala KPU 
2 Staf KPU 
2.  Partai Politik 3 orang Partai Golkar 
Partai Demokrat 
Partai PKB 
 
 Jumlah 
Keseluruhan 
 6 Orang 
 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data bersifat normatif sekaligus sebagai sebagai 
pendukung karena mempunyai daya mengikat. Data sekunder dalam penelitian ini 
bersumber dari keseluruhan bahan kepustakaan, termasuk didalamnya perundang-
undangan. Liternatur-liternatur ilmiah jurnal dan artikel-artikel yang dibuat dalam 
berbagai media yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk digunakan 
sebagai acuan dalam pembahasan lebih lanjut. 
D. Metode Pengumpulan Data  
a. Wawancara 
Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan 
mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan 
dialog (Tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. 
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b. Observasi 
Observasi adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut 
lingkungan fisiknya dan ataau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang 
berjalan.Dengan teknik observasi dapat mendapatkan lingkungan fisik dari kegiatan-
kegiatan, misalnya tata letak fisik peralatan, penerangan, gangguan suara dan lain-
lain.Selain itu dapat mengukur tingkat suatu pekerjaan, dalam hal waktu yang di 
butuhkan untuk menyelesaikan suatu unit pekerjaan tertentu. 
c. Dokumentasi 
Dokumetasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen 
– dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber 
informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan 
sebagainya. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 
mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan 
penelitian. Instrumen sebagai alat pada waktu penelitian yang menggunakan suatau 
metode. 
a. Peneliti 
b. Pedoman wawancaraa 
c. Alatperekam/Handphone/Kamera 
d. Alat Tulis 
e. Informan 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
a. Teknik Pengolaan Data 
1) Klarifikasi data ( memilah-milih data ) 
Kalrifikasi merupakan kata serapan dari bahasa belanda, Classificae, yang 
sendirinya berasal dari bahasa prancis Classification. Istilah ini menunjukkan kepada 
sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan 
atau kaidah yang telah diterapkan. 
2) Reduksi data ( Mengurai data )  
Dalam analisis data penelitian kualitatif menurt Miles dan Huberman( 1992 ) 
sebagaimana diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan, dantransformasi data “kasar” yang muncul dari 
catatan-catatan tertulis di lapangan.  
3) Editing data ( mengedit data yang salah  )  
Adalah disebut juga tahap pemeriksaan data yakni proses peneliti memeriksa 
kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui cukup baik dan dapaat diolah 
dengan baik.  
b. Teknik Analisis data 
Analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif 
terhadap data sekunder dan data primer, yaitu kegiatan yang dilakukan penulis untuk 
menetukan isi atau makna aturan hukum. 
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G. Pengujian Keabsahan Data  
Meliputiuji Credibility (Validasi Internal), transferability (Validasi external), 
dependability (reabilitas) dan confirmability (obyektifitas). 
a. Perpanjangan pengamatan 
Dengan perpanjangan pengamatan berarti penelitian kembali ke lapangan, 
melakukan pengamatan, wawancara lagi dari sumber data yang perna di temui 
maupun yang baru. 
b. Menggunakan bahan referensi 
Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung 
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. 
c. Mengadakan member check 
Member check adalah proses mengecek data yang diperoleh peneliti kepada 
pemberi data. Tujuan memberi check adalah mengetahui seberapa jauh data yang 
diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. 
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BAB IV 
FENOMENA KOTAK KOSONG DALAM 
PEMILIHAN KOTA MAKASSAR 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Geografis Kota Makassar 
Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di 
Kawasan Timur Indonesia memiliki luas areal 175,79 km
2
 dengan penduduk 
1.112.688, sehingga kota ini sudah menjadi kota Metropolitan. Sebagai pusat 
pelayanan di KTI, Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat 
kegiatan  industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutanbarang dan 
penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan 
kesehatan. 
Secara geografis Kota Metropolitan Makassar terletak di pesisir pantai barat 
Sulawesi Selatan pada koordinat 119°18'27,97" 119°32'31,03" Bujur Timur dan 
5°00'30,18" - 5°14'6,49" Lintang Selatan dengan luas wilayah 175.77 km
2
 dengan 
batas-batas  berikut :  
Batas Utara : Kabupaten Pangkajene Kepulauan  
Batas Selatan : Kabupaten Gowa  
Batas Timur : Kabupaten Maros  
Batas Barat : Selat Makasar  
Secara administrasi Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 142 
Kelurahan dengan 885 RW dan 4446 RT  Ketinggian Kota Makassar bervariasi 
antara 0 - 25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 20° C sampai 
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dengan 32° C.  Kota Makssar diapit dua buah sungai yaitu: Sungai Tallo yang 
bermuara disebelah utara kota dan Sungai Jeneberang  bermuara pada bagian selatan 
kota. 
Tabel.1 Luas Wilayah Kota Makassar 
NO Kecamatan Luas (km
2
) 
1 Tamalanrea 31,84 
2 Biringkanaya 48,22 
3 Manggala 24,14 
4 Panakukang 17,05 
5 Tallo 5,83 
6 Ujung Tanah 5,94 
7 Bontoala 2,10 
8 Wajo 1,99 
9 Ujung Pandang 2,63 
10 Makassar 2,52 
11 Rappocini 9,23 
12 Tamalate 20,21 
13 Mamajang 2,25 
14 Mariso 1,82 
 Total 175,77 
Secara administrasi kota ini terdiri  dari 14 kecamatan dan 143  kelurahan. 
Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. Penduduk Kota 
Makassar pada tahun 2000 adalah 1.130.384 jiwa yang terdiri dari laki-laki 557.050 
jiwa dan perempuan 573.334 jiwa dengan pertumbuhan  rata-rata 1,65 %. Masyarakat 
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Kota Makassar terdiri dari beberapa etnis yang hidup berdampingan secara damai 
seperti Etnis Bugis, etnis Makassar, etnis Cina, etnis Toraja, etnis Mandar dll. Kota 
dengan populasi 1.112.688 jiwa ini, mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam 
sejarah perkembangan Islam, Makassar adalah kota kunci dalam penyebaran agama 
Islam ke Kalimantan, Philipina Selatan, NTB dan Maluku. Munculnya kasus SARA 
di Ambon -- Maluku dan Poso pada  beberapa tahun terakhir ini, tidak terlepas dari 
peran strategis Makassar sebagai kota  pintu di wilayah Timur Indonesia. Kekristenan 
di Makassar dalam beberapa tahun terakhir ini sering menjadi sasaran serbuan.  
Kota makassar disamping sebagai daerah transit para wisatawan yang akan 
menuju ke Tana Toraja dan daerah-daerah lainnya, juga memiliki potensi obyek 
wisata seperti : Pulau Lae-lae, Pulau Kayangan, Pulau Samalona, Obyek wisata 
peninggalan sejarah lainnya seperti: Museum Lagaligo, Benteng Somba Opu, Makam 
Syech Yusuf, makam Pangeran Diponegoro, Makam Raja-raja Tallo, dan lain-lain. 
Fasilitas penunjang tersedia jumlah hotel 95 buah dengan jumlah kamar 3.367 cottage 
wisata sebanyak 76 buah, selain itu juga terdapat obyek wisata Tanjung Bunga yang 
potensial.
1
 
2. Sejarah Kota Makassar 
Kota ini dahulu bernama Ujung Pandang dan dipakai dari kira-kira tahun 
1971 sampai tahun 1999. Alasan untuk mengganti nama Makassar menjadi Ujung 
Pandang adalah alasan politik antara lain karena Makassar adalah nama sebuah suku 
bangsa padahal tidak semua penduduk kota Makassar adalah anggota dari etnik 
Makassar.  
                                                           
1https://makassarkota.bps.go.id (Diakses pada tanggal 3 Januari 2019 pukul 21.40 WITA) 
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Perang Dunia Kedua dan pendirian Republik Indonesia sekali lagi mengubah 
wajah Makassar. Hengkangnya sebagian besar warga asingnya pada tahun 1949 dan 
nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada akhir tahun 1950-an menjadi¬kannya 
kembali sebuah kota provinsi. Bahkan, sifat asli Makassar-pun semakin menghilang 
dengan kedatangan warga baru dari daerah-daerah pedalaman yang berusaha 
menyelamatkan diri dari kekacauan akibat berbagai pergolakan pasca¬ revolusi. 
Antara tahun 1930-an sampai tahun 1961 jumlah penduduk meningkat dari kurang 
lebih 90.000 jiwa menjadi hampir 400.000 orang, lebih daripada setengahnya 
pendatang baru dari wilayah luar kota. Hal ini dicerminkan dalam penggantian nama 
kota menjadi Ujung Pandang berdasarkan julukan ”Jumpandang” yang selama 
berabad-abad lamanya menandai Kota Makassar bagi orang pedalaman pada tahun 
1971. Baru pada tahun 1999 kota ini dinamakan kembali Makassar, tepatnya 13 
Oktober berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 Nama Ujung 
Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar dan sesuai Undang-Undang 
Pemerintahan Daerah luas wilayah bertambah kurang lebih 4 mil kearah laut 10.000 
Ha, menjadi 27.577Ha. 
Ujung Pandang sendiri adalah nama sebuah kampung dalam wilayah Kota 
Makassar. Bermula di dekat Benteng Ujung Pandang sekarang ini, membujurlah 
suatu tanjung yang ditumbuhi rumpun-rumpun pandan. Sekarang Tanjung ini tidak 
ada lagi. Nama Ujung Pandang mulai dikenal pada masa pemerintahan Raja Gowa 
ke-X, Tunipalangga yang pada tahun 1545 mendirikan benteng Ujung Pandang 
sebagai kelengkapan benteng-benteng kerajaan Gowa yang sudah ada sebelumnya, 
antara lain Barombong, Somba Opu, Panakukang dan benteng-benteng kecil lainnya. 
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Setelah bagian luar benteng selesai, didirikanlah bangunan khas Gowa 
(Ballak Lompoa) di dalamnya yang terbuat dari kayu. Sementara di sekitar benteng 
terbentuk kampung yang semakin lama semakin ramai. Disanalah kampung 
Jourpandan (Juppandang). Sedangkan Benteng dijadikan sebagai kota kecil di tepi 
pantai Losari. 
Beberapa tahun kemudian benteng Ujung Pandang jatuh ke tangan Belanda, 
usai perang Makassar, dengan disetujuinya Perjanjian Bungaya tahun 1667, benteng 
itu diserahkan. Kemudian Speelmen mengubah namanya menjadi Fort Rotterdam. 
Bangunan-bangunan bermotif Gowa di Fort Rotterdam perlahan-lahan diganti dengan 
bangunan gaya barat seperti yang dapat kita saksikan sekarang. 
Ihwal nama Kota Makassar berubah menjadi Ujung Pandang terjadi pada 
tanggal 31 Agustus 1971, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1971. 
Tatkala itu Kota Makassar dimekarkan dari 21 kilometer persegi menjadi 115,87 
Kilometer persegi, terdiri dari 11 wilayah kecamatan dan 62 lingkungan dengan 
penduduk sekitar 700 ribu jiwa. Pemekaran ini mengadopsi sebagian dari wilayah 
tiga kabupaten yakni Kabupaten Maros, Gowa dan Pangkajene Kepulauan. Sebagai 
“kompensasinya” nama Makassar diubah menjadi Ujung Pandang. 
Tentang kejadian bersejarah tersebut, Wali kota Makassar H.M.Daeng 
Patompo (alm) berkilah “terpaksa” menyetujui perubahan, demi perluasan wilayah 
kota. Sebab Bupati Gowa Kolonel K.S. Mas’ud dan Bupati Maros Kolonel H.M. 
Kasim DM menentang keras pemekaran tersebut. Untunglah pertentangan itu dapat 
diredam setelah Pangkowilhan III Letjen TNI Kemal Idris menjadi penengah, 
Walhasil Kedua Bupati daerah tersebut, mau menyerahkan sebagian wilayahnya 
asalkan nama Makassar diganti. 
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Sejak awal proses perubahan nama Makassar menjadi Ujung Pandang, telah 
mendapat protes dari kalangan masyarakat. Tertama kalangan budayawan, seniman, 
sejarawan, pemerhati hukum dan pebisinis. Bahkan ketika itu sempat didekalarasikan 
Petisi Makassar oleh Prof.Dr.Andi Zainal Abidin Farid SH, Prof.Dr.Mattulada dan 
Drs.H.D.Mangemba, dari deklarasi petisi Makassar inilah polemik tentang nama terus 
mengalir dalam bentuk seminar, lokakarya dan sebagainya.  
Beberapa seminar yang membahas tentang polemik penggantian nama 
Makassar antara lain: 
a. Seminar Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 1981 di Hotel 
Raodah, diselenggarakan oleh SOKSI Sulsel. 
b. Diskusi panel Makassar Bersinar diselenggarakan 10 Nopember 1991 di gedung 
Harian Pedoman Rakyat lantai III. “Seminar Penelusuran Hari Lahirnya 
Makassar”, 21 Agustus 1995 di Makassar Golden Hotel. 
Namun Pemerintah Daerah maupun DPRD setempat, tidak juga tergugah 
untuk mengembalikan nama Makassar pada ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Nasib 
kota “Daeng” ini nyaris tak menentu, hingga akhirnya dipenghujung masa jabatan 
Presiden BJ Habibie, nama Makassar dikembalikan, justru tanpa melalui proses yang 
berbelit.  
Dalam konsideran Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 1999, di antaranya 
menyebutkan bahwa perubahan itu wujud keinginan masyarakat Ujung Pandang 
dengan mendapat dukungan DPRD Ujung Pandang dan perubahan ini sejalan dengan 
pasal 5 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1999, bahwa perubahan nama 
daerah, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
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Seiring perubahan dan pengembalian nama Makassar, maka nama Ujung 
Pandang kini tinggal kenangan dan selanjutnya semua elemen masyarakat kota mulai 
dari para budayawan, pemerintah serta masyarakat kemudian mengadakan 
penelurusan dan pengkajian sejarah Makassar, Hasilnya Pemerintah Daerah Nomor 1 
Tahun 2000, menetapkan Hari jadi Kota Makassar, tanggal 9 Nopember 1607. Dan 
untuk pertama kali Hari Jadi Kota Makassar ke 393, diperingati pada tanggal 9 
November 2000. Nama Makassar berasal dari sebuah kata dalam bahasa Makassar 
"Mangkasarak" yang berarti yang metampakkan diri atau yang bersifat terbuka.  
3. Pemerintahan Kota Makassar 
Pegawai pemerintah berkedudukan sebagai unsur aparatur negara sebagai abdi 
masyarakat atau pelayan publik. Sedangkan fungsinya memberikan pelayanan kepada 
masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam pelaksanaan tugas. 
Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sumber daya manusia yang 
memadai.Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki, diharapkan dapat menghadirkan 
aparatur Negara yang kompeten dan memiliki integritas tinggi. Sebagian besar 
pegawai pemerintah Kota Makassar telah menamatkan pendidikannya di perguruan 
tinggi yaitu sekitar 82,31 persen, sedangkan 17,69persen pegawai berpendidikan pada 
tingkat SLTA ke bawah.  
Dalam hal perpolitikan dikota ini memiliki banyak macam gaya yang telah 
diturunkan dari beberapa pemerintahan sebelumnya. Sejak berakhirnya NIT, kendali 
atas Kota Makassar, setidaknya di atas kertas, berada pada para walikota yang 
merupakan, meminjam istilah yang digunakan oleh Harvey, “anak daerah.” Kalau 
bubarnya NIT adalah momentum berakhirnya peranan politisi keturunan Belanda di 
Makassar, maka meletusnya Permesta menjadi katalis merosotnya peranan politis 
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non-Sulawesi Selatan di kota ini. Deklarasi Perdjuangan Semesta Alam (lebih 
populer diingat dengan singkatannya, Permesta, mungkin karena makna nama 
lengkapnya agak kabur) dideklarasikan di Makassar tanggal 2 Maret 1957 di 
kediaman Gubernur Sulawesi yang pada masa itu dijabat oleh Andi Pangeran Petta 
Rani. Lima puluh satu orang sipil dan militer hadir di sana. 
 Di antara mereka yang hadir adalah M.Yusuf Amir, Saleh Lahade, Andi 
Mattalatta, H.N. Vince Sumual, S.H Ngantung, dan Bing Latumahina. Ny. Towoliu, 
ketua DPRDS Kota Makassar dari Partai Kedaulatan Rakjat (PKR), adalah satu-
satunya wanita yang hadir. Sikap keras Markas Besar Angkatan Darat terhadap 
gerakan tersebut dan perbedaan persepsi di antara tokoh-tokoh Permesta sendiri 
menyebabkan perpecahan di dalam gerakan. Tanggal 5 Juni 1957, perpecahan 
tersebut membesar dan menjadi terbuka. Pada pertengahan Juni, Sumual 
memindahkan markas besar Permesta ke Kinilow di Minahasa dan membawa serta 
tokoh-tokoh Permesta, terutama yang berasal dari Minahasa. Perpecahan di dalam 
gerakan tersebut kemudian menjadi perpecahan “geografis”, tokoh-tokoh politik 
Sulawesi Selatan memegang peranan penting berada di Makassar, sedangkan tokoh-
tokoh lainnya (yang sebagian besar bukan orang Sulawesi Selatan) berada di 
Minahasa (Harvey 1989). Dapat dikatakan bahwa sejak akhir 1950-an Makassar 
berada sepenuhnya di tangan orang-orang Sulawesi Selatan yang sebagian besar 
adalah anggota militer. 
Dari tahun 1952 hingga 1956, kedudukan walikota Makassar dipegang oleh 
Achmad Dara Sjahruddin dari partai Masjumi. Naiknya A.D. Sjahruddin ini tidak 
mengejutkan mengingat hasil pemilu lokal yang diselenggarakan pada tahun 1952 
untuk mengisi keanggotaan DPRDS tingkat II Kota Makassar, Masjumi menduduki 7 
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dari 35 kursi atau 20 persen dari total. Setelah dipegang oleh M. Junus Daeng Mile 
dan Abd. Latief Dg. Massikki, kedudukan walikota dipegang oleh Aroeppala sejak 
tahun 1960 hingga bulan Mei 1965. Sejak tahun 1965 hingga tahun 1994, kedudukan 
walikota selalu dipegang oleh perwira angkatan darat yang dimulai oleh Mayor M. 
Dg. Patompo, Letkol. Abustam, Kol. Janci Raib, dan Kol. Soewahjo. Hanya sekali 
orang yang bukan berasal dari Sulawesi Selatan menjabat posisi walikota Makassar, 
yaitu Soewahjo. Soewahjo juga merupakan perwira militer terakhir yang memegang 
jabatan tersebut karena ia sejak 1994, setelah ia menjabat, kembali dua orang 
Sulawesi Selatan yang juga adalah birokrat karier yaitu Malik B. Masry dan 
Amiruddin Maula, menjadi walikota 2. 
 Dominasi politik orang Sulawesi Selatan, baik atas Kota Makassar maupun 
atas Provinsi Sulawesi Selatan, tampaknya sejajar dengan terus masuknya migran 
lokal (dari Provinsi Sulawesi Selatan sendiri) ke Kota Makassar. Kondisi keamanan 
yang terus membaik di pedesaan ternyata tidak membuat penduduk daerah tersebut 
lebih betah untuk tinggal di tempat kelahirannya. Laju pertumbuhan penduduk Kota 
Makassar di masa Orde Baru berada jauh di atas laju pertumbuhan penduduk 
provinsi. Kalau Provinsi Sulawesi Selatan selalu mengalami laju pertumbuhan yang 
rendah, sebaliknya Kota Makassar mengalami laju pertumbuhan yang relatif tinggi 
pada periode yang sama. Laju pertumbuhan sebesar 5,52 persen dari tahun 1971 ke 
tahun 1980 (dengan memasukkan penduduk di kecamatan yang diserap oleh Kota 
Makassar) memang cukup dramatis, apalagi pertumbuhan penduduk provinsi hanya 
1,74 persen. Di decade berikutnya, laju pertumbuhan penduduk kota mencapai 2,9 
persen atau lebih dari dua kali laju pertumbuhan penduduk provinsi. Meskipun laju 
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pertumbuhan penduduk kota menurun di dekade 1990-an, angkanya masih lebih 
tinggi dari angka laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan. 
 Selain itu, dengan semakin membaiknya jalan raya antarkota dan 
melimpahnya angkutan penumpang (pete-pete) antara Kota Makassar dengan daerah-
daerah di sekitarnya, semakin tinggi pula arus migrasi sirkuler dan ulang-alik. Dapat 
disimpulkan bahwa gerakan penduduk keluar dari daerah pedesaan di Sulawesi 
Selatan dari 1945 hingga 1970 telah menciptakan momentum yang tidak terhenti 
meskipun kondisi yang mendorong gerakan tersebut sudah berubah. Dari penelitian 
M. Idrus Abustam (1989) dipertengahan tahun 1980-an, dapat dilihat bahwa dalam 
periode tersebut lebih banyak faktor penarik (pull factors) dari luar pedesaan yang 
menyebabkan berpindahnya penduduk keluar tempat kelahirannya. Satu hal yang 
jelas dari penelitiannya adalah bahwa bermigrasi membutuhkan modal. Oleh 
karenanya, mereka yang tergolong sangat miskin cenderung tidak akan bermigrasi. 
Sebaliknya, semakin baik ekonomi keluarga maupun ekonomi desa, semakin tinggi 
kecenderungan untuk bermigrasi. Memang dari hasil penelitian di tahun 1995 
(Thoman Pardosi et.al.,1997) diketahui bahwa 42,8 persen migran yang masuk ke 
Kota Ujung Pandang karena alasan pendidikan, sedangkan 21,8 persen masuk karena 
alasan mengikuti suami/isteri/orang tua/anak. Hanya 11,5 persen masuk ke Ujung 
Pandang karena alasan untuk mencari pekerjaan. Hasil survei ini semakin 
menunjukkan bahwa sebenarnya Kota Ujung Pandang lebih menawarkan jasa 
pelayanan pendidikan daripada menawarkan kemungkinan pekerjaan.
2
 
 
 
 
                                                           
  2https://makassarkota.bps.go.id (Diakses pada tanggal  3 Januari 2019 pukul 21.40 WITA) 
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B. Peran KPU Dalam menghadapi Kotak Kosong Di Kota Makassar 
 
Berdasarkan data yang dirilis oleh KPU Kota Makassar sebelum pemilihan 
umum berlangsung, ada sebanyak 171 daerah yang akan melangsungkan pilkada 
tahun 2018. Sebanyak 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten telah bersiap sejak 
Agustus tahun ini menuju pilkada serentak yang akan berlangsung 27 Juni 2018. 
Makassar yang merupakan salah satu kota besar di kawasan timur Indonesia 
pun tak mau ketinggalan. Beberapa persiapan telah dikerjakan KPUD setempat guna 
menyiapkan pesta lima tahunan tersebut. Awalnya melakukan sosialisasi ke beberapa 
elemen masyarakat tak terkecuali masyarakat difabel. Melalui komunitas-komunitas 
maupun organisasi difabel di makassar, persiapan keamanan yang mana KPUD 
meminta kepada pihak yang berwenang, komisioner KPUD kota berusaha menggali 
informasi agak kelak perhelatan pilwali bisa diakses oleh semua kalangan.  
Dalam pemilihan 2018 Pilwali Kota Makassar bersaing dengan kotak kosong. 
Dengan hadirnya, bukan tidak mungkin masalah dalam pemilihan tersebut menjadi 
menyulitkan, karena kepahaman mengenai kotak kosong menjadi kendala tersendiri 
baik dari KPU Kota Makassar maupun golongan-golongan masyarakat itu sendiri. 
Maka peran dan tindakan KPU Kota Makassar akan bertambah dalam 
mensosialisasikan Kotak Kosong tersebut kepada masyarakat, agar dalam pemilihan 
yang akan berlangsung masyarakat akan mengetahui dan dapat membedakan paslon 
dari Pilwali tersebut. Di Makassar itu merupakan sejarah baru dalam Pilwali dengan 
satu pasangan calon saja. 
Menurut salah satu pegawai KPU, Nurkhaeriyah mengatakan bahwa pada 
masa H-7 pilwali dilaksanakan pihak KPU Makassar sebelumnya telah melakukan 
berbagai sosialisasi baik dari turun langsung kepada masyarakat maupun menyebar 
melalui media cetak dan elektronik itu sendiri. Dikarenakan pada masa paslon 
mensosialisasikan dirinya sendiri. Maka dalam kejadian pemilihan tahun ini memiliki 
satu pasangan calon dan yang bertanding dengan pasangan calon tersebut adalah 
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kotak kosong, maka peran KPU disini akan berperan penting dalam pengenalan kotak 
kosong kepada masyarakat yang akan memilih di Kota makassar.
3
 
 
Salah satu partai politik pula berpendapat dengan sosialisasi yang telah 
dilakukan oleh KPU Kota Makassar sebagai kampanye yang sebenarnya tidak perlu 
dilakukan, cukup dengan perkenalan dan pemberitahuan terhadap golongan-golongan 
masyarakat, bahwa kotak kosong ,menjadi penampil dalam pilwali di tahun 2018, 
karena sebagaimana data dalam calon pemimpin sudah tertera sebagaimana mestinya. 
Dari persyaratan menjadi paslon, pendaftaran, hingga beberapa mahar politik yang 
harus dikeluarkan untuk bisa menjadi pemimpin daerah. 
Kemudian menurut Usman Sofian, sosialisasi atau kampanye yang telah 
dilakukan sebenarnya tidak memiliki hak. Dikarenakan dalam kotak kosong itu 
sendiri, diakibatkan dalam data tahap pendaftaran calon telah diatur dalam UU dan 
telah menjelaskan sebagaimana persyaratan menjadi pemimpin yang sebenarnya, 
akan tetapi dalam calon atau kotak kosong ini sebagaimana mestinya memang telah 
dibenarkan dengan peraturan yang ada, dan kami sebagai partai pendukung mengikuti 
sebagaimana peraturan pertandingan yang telah dijalankan oleh wasit itu sendiri.
4
 
UU No 10 Tahun 2016 tentang pilkada mengatur mekanisme pilkada yang 
hanya diikuti calon tunggal. Dalam Pasal 54D diatur, pemenang pilkada dengan calon 
tunggal harus memperoleh suara lebih dari 50 % suara sah. Apabila suara diperoleh 
tidak mencapai lebih dari 50%, maka pasangan calon yang kalah boleh mencalonkan 
lagi dalam pemilihan berikutnya. 
Pada Pasal 25 Ayat 1 PKPU Nomor 13 Tahun 2018 disebutkan bahwa apabila 
perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari peroleh suara pada kolom foto 
pasangan calon, KPU menetapkan penyelenggaraan pemilihan kembali pada pilkada 
periode berikutnya. Sementara di Ayat 2 disebutkan ”pemilihan serentak berikutnya 
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sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya 
atau dilaksanakan sebagai mana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan”. 
Menurut Farid Wajdi, dalam pemilihan yang mendatang tidak menunggu 
selama 5 tahun lagi, akan tetapi akan dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan 
umum serentak yang dilaksanakan tahun 2020, maka pengisi dalam kekosongan 
pemerintahan akan ditentukan oleh kemendagri yang kami sebut sebagai Penjabat 
atau pengganti sementara, yang akan dipilih secara langsung.
5
 
Dari hasil kemenangan yang didapatkan oleh kotak kosong itu sendiri 
memiliki banyak suara yang mendukung maupun menolak. Dari kalangan beberapa 
kelompok yang menolak memiliki beberapa pendapat yang kontroversi. Maka dengan 
menanggulangi semua tanggapan dari kemenangan kotak kosong sebagai pemenang 
KPU bertindak sebagai penengah dan tidak memihak dari pihak manapun. KPU pula 
telah menjelaskan kepada masyarakat bahwa akan ada pemilihan ulang, yang telah 
diatur dalam peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018. Penetapan pemilihan ulang jika 
kotak kosong yang memenangkan pemilihan tersebut. 
Mustar Jaya mengemukakan bahwa, terhadap pemilihan walikota makassar ini 
menjadi pelajaran penting, semua hasil tersebut merupakan peraturan yang sudah 
ditetapkan UU, jika menang ya tetap menang, tetapi itu jadi pelajaran yang penting 
dan tidak akan terjadi lagi di pemilihan yang akan datang. Karena lawan kotak 
kosong sangat tidak demokratis, yang dikatakan demokratis harus ada kompetisi.
6
 
KPU Kota Makassar pula tidak luput pula dalam mengantisipasi terjadinya 
kegaduhan atau kericuhan ketika pemilihan sampai dengan penghitungan suara yang 
akan dilakukan. Baik dari segi pendaftaran yang akan diperpanjang hingga keamanan 
dari setiap tempat yang disinyalir menjadi tempat kericuhan. Pihak KPU pula telah 
meminta bantuan kepada Polri dan TNI dalam pengawalan keamanan ketika 
berlangsungnya kericuhan yang tidak diinginkan kedepannya.  
                                                           
5Farid Wajdi,Komisioner KPU, Wawancara, Kota Makassar 18 Desember 2018  
6Mustar Jaya,Kasubag Umum KPU, Wawancara, Kota Makassar 18 Desember 2018  
48 
 
 
 
Nurkhaeriyah selaku pegawai di instansi KPU Makassar mengemukakan, 
kami telah mengkomunikasikan sebelumnya dengan TNI dan Polri untuk 
mengantisipasi, karena dalam pesta pemilihan ini akan ada konflik yang tidak 
diinginkan, dan disetiap harinya banyak pengamanan kami turunkan didepan kantor 
untuk mengamankan ketika mendiskualifikasi beberapa suara baik yang cacat 
maupun yang tidak. Kami telah menempuh komunikasi yang baik dengan pihak 
keamanan agar kejadian tersebut tidak terjadi.
7
 
Maka dari penghelatan Pilwali Kota Makassar yang telah dimenangkan oleh 
kotak kosong, maka akan ada penunjukan penjabat yang akan menggantikan jabatan 
bapak walikota yang akan turun tahta. dan pemberhentian masa jabatan akan 
dilakasanakan pada bulan Mei mendatang. Kemendagri sudah mengatur ketika 
kekosongan jabatan ketika dalam pemilihan kotak kosong yang memenangkan 
pilwali tersebut. Dan akan ditunjuk secara langsung yang kami sebut sebagai Penjabat 
atau pejabat sementara. Yang bertugas dalam mengisi kekosongan dalam 
pemerintahan yang beberapa bulan kedepan hingga pemilihan ulang dilakukan 
kembali. Kekosongan tersebut diambil agar permasalahan dalam pemerintahan yang 
akan dilanjutkan kedepan tidak menyeleweng dari semestinya. 
C. Sikap Partai Politik Mengenai Kotak Kosong Dalam Pemilihan Di Kota 
Makassar 
Proses pengangkatan tokoh-tokoh politik selalu menunjukkan pada proses 
dimana penempatan pada satu posisi tertentu mengambil tempat. Dapat ditandai 
secara umum dimana fungsi-fungsi sosialisasi politik sedang berlangsung. Dalam hal 
ini, pengangkatan tokoh-tokoh politik adalah suatu transformasi seleksi terhadap 
anggota-anggota masyarakat dari berbagai sub-kulturan agama, status, klas, dan atas 
dasar paham-paham kesukuan dan kualifikasi tertentu, yang kemudian 
memperkenalkan mereka pada peranan-peranan khusus dalam sistem politik. 
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1. Transformasi dari peranan-peranan non-politis kepada suatu situasi 
dimana mereka menjadi cukup berbobot memainkan peranan-peranan 
politik yang bersifat khusus. 
2. Pengangkatan dan penugasan untuk menjalankan tugas-tugas politik yang 
selama ini belum pernah mereka kerjakan, walaupun mereka telah cukup 
mampu untuk mengembangkan tugas seperti itu. Proses pengangkatan itu 
melibatkan baik persyaratan status maupun penyerahan posisi khusus pada 
mereka. 
Sebagai indikator pembangunan dan perubahan, maka proses pengangkatan 
tokoh-tokoh politik sangat besar artinya. Sebab ia akan memaparkan beberapa 
komponen perubahan dalam segala bentuk dan manifestasinya. Selain itu proses 
tersebut juga menyebabkan adanya pertumbuhan ekonomi yang beranjak dari pola 
agraria kearah ekonomi yang bertulang punggung pada kekuatan industri, serta dari 
tipe masyarakat pedesaan kearah konsentrasi kegiatan ekonomi. Walaupun dari 
beberapa daerah sedang berkembang dapat menjaga baik stabilitas maupun 
ketergantungan pembangunan ekonomi sampai pada tingkat yang cukup meyakinkan, 
dengan cara menginterasiakan tokoh-tokoh politiknya.
8
 
Pada pihak lain kita saksikan, tokoh-tokoh panutan masyarakat yang 
bersahaja, ketika akan melakukan hal yang sama selalu lebih mengandalakan ikatan-
ikatan sentimen primordial atas dasar ikatan adat dan nilai kesukuannya.  
Menurut Rusman Salam, kewenangan politik yang ada pada saat ini, dan 
masih hangat untuk diperbincangkan merupakan suatu pembelajaran dan teguran dari 
masyarakat, agar dalam perkenalan paslon atau pendekatan terhadap masyarakat 
betul-betul cerdas dalam memikat, begitu pula terhadap masyarakat itu sendiri harus 
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cerdas dalam memilih tidak sembarang memilih dengan adanya kotak kosong itu 
sendiri.
9
 
Pada pilwali tahun 2018 terjadi beberapa permasalahan dalam pemilihan 
baik dalam pendaftaran calon walikota hingga beberapa pelanggaran yang terjadi. Di 
Kota Makassar pilwali yang telah dimenangkan oleh kotak kosong, mendapat 
beberapa tanggapan dari berbagai kalangan partai politik itu sendiri, baik dari partai 
pengusung yang memenangkan kotak kosong itu sendiri maupun yang telah kalah 
dalam kontestasi pemilihan. 
Usman Sofian mengemukakan, sejatinya tidak sepakat dengan adanya 
kotak kosong itu sendiri karena telah mencederai demokrasi yang ada. Pada 
hakikatnya dalam pemilihan masyarakat memilih orang bukan kolom kosong, kalau 
dalam substansinya pemilihan yang dilakukan memilih pasang calon berarti tidak ada 
ruang yang akan diberikan kepada kolom kosong itu sendiri karena sama halnya 
dengan mengingkari semangat dari demokrasi pemilihan.
10
  
Kemudian Siswan Hanin mengatakan bahwa, untuk Kota Makassar itu 
sendiri menjadi hal yang baru dalam penampilan politik ini. Yang dimana kotak 
kosong yang menang dan itu menjadi salah satu kasus, walaupun telah diatur dalam 
UU akan tetapi dalam penampilan Pilwali di Kota Makassar itu sendiri telah 
mencoreng bagaimana politik yang sesungguhnya, karena sebenarnya dalam 
pemilihan kotak kosong itu sendiri bukan dikatakan kontestan. Tapi kendala yang 
sesungguhnya bahwa kandidat yang telah diusungkan dari beberapa partai telah 
melakukan pelanggaran maka tidak memenuhi persyaratan dan dikeluarkan. Jadi 
pemilihan dilakukan dengan satu pasangan calon saja.
11
 
Dan menjadi problem saat ini ialah Fenomena kotak kosong semakin 
menguat, dan menjadi tanda tanya besar mengapa hal tersebut terjadi. Sebab dalam 
suatu sistem demokrasi, dimana kesempatan tersebut terbuka sedemikian lebarnya 
tapi justru yang terjadi adalah menyusutnya calon kepala daerah. Demokrasi sejatinya 
dibayang-banyangkan dengan kata rakyat, kedaulatan rakyat menjadi mimpi indah 
bagi suatu bangsa yang baru saja transisi dari kuasa ototarian menuju suatu tatanan 
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yang berkeadilan. Serta menjadi pertanda pula bagi lahirnya jalan konsolidasi rezim 
demokratis yang salah satu petandanya ialah pemilihan umum secara langsung. 
Ketika fenomena kotak kosong mengalami peningkatan dan ternyata 
pemilih kotak kosong memiliki banyak jumlah, sepertinya perlu kita merefleksikan 
kembali soal bagaimana kata “demokrasi” ini dimaknai. Sudah saatnya partai politik 
berbenah diri. Banyaknya pencoblos kotak kosong di Kota Makassar seolah menjadi 
isyarat bahwa kehendak rakyat lebih menginginkan pemimpin yang lebih aspiratif 
atau kotak kosong seolah mimpi yang menjadi nyata saat kebutuhan elektoral 
semakin tampak dampaknya. Disinilah perlunya evaluasi mendalam pada setiap 
partai politik. Tokoh-tokoh politik di daearh demokrasi , ketika ingin memulai 
beberapa karir sebagai pemimpin masyarakat, biasanya mengumpulkan berbagai 
informasi, sejauh mana pemilih atau masyarakat memihak atau mendukung 
keberadaan mereka. 
Usman Sofian pula mengatakan, idealnya dalam pemilihan, walaupun tidak 
ada lawan dalam pasangan calon. Maka ketika dalam pemilihan berlangsung jangan 
lah mengalahkan dari pada calon yang sebenarnya memenuhi kriteria dalam 
pendaftaran. Baiklah dalam peraturan UU telah diatur akan tetapi ketika pemilihan 
kotak kosong tersebut, bisa dikatakan sebagai tolak ukur dalam penilaian masyarakat 
bahwa dalam kandidat yang ada belum ada perkenalan dari visi atau misi dalam 
memimpin bukan hal bahwasanya masyarakat tidak menyukai paslon tersebut. Maka 
dalam tugas kedepannya ketika pemilhan ulang berlangsung, meyakinkan dan 
memperkenalkan diri sebagaimana penilaian baik terhadap masyarakat itu sendiri.
12
 
Dalam hubungan kotak kosong dengan beberapa partai pengusung baik 
dari pendukung banyak memiliki suara-suara yang dinilai dari berbagai kalangan. 
Maka dengan ini penilaian demokrasi yang realitasnya dipandang sangat buruk dan 
tidak profesional. Maka partai pengusung itu sendiri menilai bahwa teguran dan 
senggolan yang cukup keras ketika singgungan mengenai persaingan partai 
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pengusung menjadi bahan pembicaraan yang perlu dibenah kembali. Dengan 
demikian bahwa dalam perpolitikan yang terjadi pada tahun 2018 di Kota Makassar 
saat ini belum dikatakan sepenuhnya baik dalam kenyataannya. 
Siswan Hanin mengatakan bahwa, sebagai kader dari partai Demokrat sendiri 
tidak setuju dengan adanya kotak kosong, karena dalam pilwali 2018 kemarin 
merupakan suatu tindakan yang mencoreng sebagaimana pertarungan dalam 
pemilihan. Sewajarnya pemilihan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditentukan, sebagaimana calon kriteria itu sendiri. Dan kami sebagai partai 
pengusung tidak mendukung jelas kotak kosong itu sendiri dan kami tidak memiliki 
korelasi apapun dengan kotak kosong.
13
 
Ketidak pekaan Nilai-nilai dalam demokrasi atas semua aspirasi yang 
berkembang ditengah-tengah masyarakat membuat nilai demokrasi itu tidak lebih 
hanya sekedar pencangkokan nilai yang sembrono. Suatu ironi atas pengenalan nilai-
nilai baru ketengah masyarakat di berbagai daerah yang telah maju masih ditolerir 
oleh dukungan sikap yang tidak berasaskan dengan kesetiaan parokial. Malah dengan 
masyarakat yang berjiwa nilai tradisionalis menjadi sangat peka terhadap 
kelangsungan nilai demokrasi yang sesungguhnya, karena jiwa dari berbagai 
masyarakat masih memiliki identitas yang belum hilang dari berbagai perkembangan 
zaman milenial sekarang. Dalam artian masyarakat Tradisionalis masih memegang 
teguh dengan aturan dari warisan leluhur mereka.
14
  
D. Konsep Fiqh Siyasah Syariah Dalam Memandang Kotak Kosong Terhadap 
Pemilihan Pemimpin  
 
Siyasah Syariah adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai 
dengan ketentuan syara. Para Fuqaha mendefinisikan Siyasah Syariah sebagai 
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kewenangan penguasa/pemerintahan untuk melakukan kebujakan-kebijakan politik 
yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan 
dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk itu. 
Hakikat Siyasah Syariah ini bersumber pokok dari wahyu al-Qur’an dan Sunnah, 
sebagai acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan 
perundangan pada manusia dan lingkungannya sendiri. 
Dalam kedudukannya Siyasah Syariah berkedudukan penting dalam 
masyarakat Islam. 
Untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan politik praktis yang 
berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara pada 
umumnya, pemerintah membutuhkan Siyasah Syariah. Tanpa kebijakan politik 
pemerintah sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang 
mereka miliki.
15
 
Sebagai agama yang paripurna, Islam tidak hanya mengatur dimensi 
hubungan antara Tuhan dengan manusia, tetapi juga aspek hubungan antara sesama 
manusia. Selama 23 tahun Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah kepada 
umat muslim dengan penekanan pada aspek akidah. Bahkan ketika al-Qur’an yang 
diturunkan pada periode ini banyak berbicara tentang kecaman terhadap 
ketidakadilan, parktik-praktik bisnis yang curang, penindasan oleh kelompok elite 
ekonomi dan politik terhadap kelompok yang lemah dan berbagai ketimpangan sosial 
lainnya serta ancaman siksaan atas perilaku demikian.
16
 
Dalam praktiknya, Nabi Muhammad SAW menjalankan pemerintah yang 
tidak terpusat ditangan beliau. Untuk mengambil suatu putusan politik, misalnya 
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dalam beberapa kasus nabi melakukan konsultasi dengan pemuka-pemuka 
masyarakat. Ada empat cara yang ditempuh nabi dalam mengambil keputusan. 
Pertama, mengadakan musyawarah dengan sahabat senior; kedua, meminta 
pertimbangan dikalangan profesional; ketiga, melemparkan masalah-masalah tertentu 
yang biasanya berdampak luas bagi masyarakat kedalam forum yang lebih luas; dan 
keempat mengambil keputusan sendiri dengan cara bertawakal dan meminta petunjuk 
langsung kepada Allah SWT. 
Dalam menjalankan roda pemerintahan negara Madinah Nabi Muhammad 
SAW tidak pula memisahkan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. 
Dibawah naungan wahyu al-Qur’an, Nabi Muhammad SAW menjalankan kekuasaan 
legislatif. Beliau juga menyampaikan ketentuan-ketentuan Allah tersebut kepada 
masyarakat Madinah. Untuk permasalahan yang tidak diatur secara tegas didalam al-
Qur’an, Nabi Muhammad SAW sendiri yang menentukan dan mengaturnya. 
Untuk politik dalam negeri, dapat dilihat kebijakan beliau seperti 
menciptakan persatuan dan kesatuan diantara komponen masyarakat negara madinah. 
Beliau berhasil meredam konflik-konflik antara anggota masyarakat dan menjadikan 
sebagai sebuah dinamika. Nabi Muhammad SAW menciptakan mu’akhah 
(persaudaraan) antara golongan Muhajirin dan Anshar. Dalam sistem tersebut kedua 
kelompok tersebut hidup saling membantu dan saling menasehati, bahkan beliau juga 
bertindak sebagai hakim terhadap perkara yang terjadi di anggota masyarakat.
17
 Hal 
ini dijelaskan Allah SWT dalam QS An-Nisa 4/65 
 
                                                           
17
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Cet-1, Jakarta; Prenadamedia Group, 2014), h.45-46 
55 
 
 
 
                        
              
Terjemahannya :  
 “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga 
mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, 
kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka perselisihkan, kemudian mereka 
tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu 
berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”18 
Dalam pandangan Islam, antara fungsi religius dan fungsi politik imam dan 
kahlifah tidak dapat dipisah-pisahkan. Antara keduanya terdapat hubungan timbal 
balik yang erat sekali, dalam praktiknya para khalifah di dunia Islam mempunyai 
kapasitas sebagai pemimpin agama dan negara sekaligus. Mendirikan sebuah negara 
merupakan kewajiban umat Islam untuk dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam 
sebagaimana tujuan syariat. Maka dalam penentuan atau pemilihan pemimpin dalam 
terbentuknya sebuah negara harus berlandaskan pula pada al-Qur’an dan sunnah, 
yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pegangan calon dari 
pemimpin tersebut. 
Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pemikiran-pemikiran politik 
barat terhadap dunia Islam, pemikiran ahl al-hall wa al-‘aqd juga berkembang. Para 
ulama siyasah mengemukakan pentingnya pembentukan lembaga perwakilan rakyat 
atau DPR/MPR sebagai reprensentasi dari kehendak rakyat. Mereka mengemukakan 
gagasan tentang ahl al-hall wa al-‘aqd dengan mengkombinasikannya dengan 
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pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di barat. Dalam praktiknya, 
mekanisme pemilihan anggota ahl al-hall wa al-‘aqd atau DPR ini menurut al-
Anshari dilakukan melalui beberapa cara : 
1. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pemilu ini, 
anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota 
ahl al-hall wa al-‘aqd sesuai dengan pilihannya; 
2. Pemilihan anggota ahl al-hall wa al-‘aqd melalui seleksi dalam 
masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat akan melihat orang-orang yang 
terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian 
yang besar untuk kepentingan umat. Merekalah yang kemudian dipilih 
menjadi anggota ahl al-hall wa al-‘aqd; 
3. Disamping itu, ada beberapa anggota ahl al-hall wa al-‘aqd yang diangkat 
oleh kepala negara. 
Diantara ketiga cara demikian, cara pertamalah yang lebih kecil 
kelemahannya, karena cara ini mencerminkan kehendak rakyat secara bebas. Mereka 
tidak perlu merasa takut memilih siapa calon yang akan mewakilinya sesuai dengan 
pilihan mereka yang terbaik.
19
 
Dan apabila dalam permasalahan pemilihan pemimpin terjadi dalam umat 
islam maka sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW 
sebagai pemegang teguh. Ketika kekosongan terjadi dalam pemerintahan maka 
sebaiknya ada penunjukan kembali pemimpin untuk sementara waktu, dan itu 
dibenarkan dalam al-Qur’an ketika Nabi Harun menggantikan dan membantu 
                                                           
19
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Cet-1, Jakarta; Prenadamedia Group, 2014), h.164-165 
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sementara waktu tugas dari Nabi Musa dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dalam QS Al-Furqan, 25/35 : 
              
Terjemahnya : 
  “...dan kami jadikan saudaranya harun sebagai pembantunya dalam 
(menghadapi Firaun)”20 
Dari beberapa pengertian mengenai pengganti dan mengisi kekosongan 
dalam kepemimpinan dalam sebuah daerah sudah jauh sebelumnya telah diatur dalam 
Islam, maka dalam Islam itu sendiri disebutkan dengan Wazir. Tugas dalam artiannya 
adalah sebagai pengganti sementara untuk mengisi kekosongan dalam pemerintahan. 
Agar kekosongan tersebut tidak mendapat sesuatu yang tidak diinginkan dalam 
menjabat, selagi masih dalam ketentuan al-Qur’an dan Sunnah. 
                                                           
20Kementrian RI, al-Qur’an dan Terjemahannya (Cet 1;Jawa Barat:Sygma, 2014), h.363 
58 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai 
berikut ; 
1. Peran KPU Dalam menghadapi kotak kosong, dengan mensosialisasikan 
kepada masyarakat. KPU Kota Makassar telah turun serta memperkenalkan kepada 
masyarakat baik dalam media cetak maupun elektronik, dalam tindakan tersebut 
banyak kelompok dan organisasi yang menerima dengan baik bagaimna perkenalan 
bahwa dalam pemilihan 2018 tersebut kontestasi kotak kosong akan bertanding 
dengan paslon yang mendaftar, bahkan dalam pemilihan KPU telah bersinergi dengan 
keamanan baik TNI dan Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban baik dari 
pemilihan hingga pemungutan suara berlangsung, agar kericuhan bisa ditanggulangi. 
Dengan sikap tanggap dan menjaga ketertiban dalam pesta demokrasi maka KPU 
telah memberikan kinerjanya yang terbaik demi terwujudnya daerah yang tertib 
dalam perpolitikan. 
2. Sikap partai politik pula ikut handil dalam memandang penampilan kotak 
kosong dalam pilwali di Kota Makassar kali ini. Dari berbagai Parpol yang telah 
memberikan pendapat, merumuskan bahwasanya dalam peraturan telah disepakati. 
Dan ketika kotak kosong yang menang maka kecacatan dalam perpolitikan di Kota 
Makassar sudah tercoreng dengan kemenangan dari kotak kosong tersebut, parpol 
yang sebenarnya akan membenahi diri agar fenomena tersebut tidak terulang kembali, 
mereka juga berpendapat bahwa substansi yang sebenarnya dalam demokrasi ialah 
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musyawarah dengan baik terhadap masyarakat, bukan saling bersembunyi dalam 
kesalahan yang tidak tahu dimana akar permasalahan dalam pencalonan pemimpin. 
Kotak kosong tersebut juga mereka sayangkan hadir ditengan pemilihan, dengan 
adanya pencalonan yang sebagaimana anggota parpol tersebut menyayangkan, bahwa 
akibat tersebut ada dengan mahar atau pencalonan yang biaya yang sangat mahal. 
Tidak itu saja paslon yang mendaftar juga belum cukup memumpuni dari segi 
persyaratan pendaftaran yang sudah ditentukan oleh peraturan UU. 
3. Dari konsep Fiqh Siyasah Syariah, memandang bahwa pemerintahan dalam 
kekuasaan disuatu negara telah diatur dalam al-Qur’an dan Sunnah, Islam pula telah 
memberikan keringanan bagaimana pemimpin yang baik dan kriteria ketika 
permasalahan terjadi, maka pemimpin tersebut bisa turut handil mengambil 
keputusan walaupun tidak diatur secara jelas dalam kitab. Akan tetapi masih dalam 
lingkup yang masih mensejahterakan rakyatnya sendiri. Islam pula telah memberikan 
keringanan ketika pemerintahan yang diduduki kosong dalam waktu yang beberapa 
lama, maka pengganti yang telah disiapkan bisa ditunjuk secara langsung oleh 
pemuka masyarakat yang cerdas. Agar dalam penunjukan tersebuttidak terjadi 
kesalahpahaman dalam memrintah baik dari segi kesejahteraan umat Islam. 
B. Implikasi 
1. Dalam mensosialisasikan kotak kosong yang sesungguhnya, seharusnya KPU 
lebih tegas dalam memperkenalkan dan menjelaskan lebih detail kembali, 
bahwa dalam penampilan kotak kosong di Kota Makassar, bukanlah hal yang 
sepatutnya dimenangkan atau didukung dengan alasan apapun, karena 
eksistensi dari kotak kosong itu sendiri bukanlah hal yang demokrasi dalam 
politik yang sebenarnya. 
60 
 
 
 
2. Ketika partai politik itu sendiri telah menerima dan mengakui kemenangan 
kotak kosong sebagai pemenang dalam pemungutan suara, seharusnya lebih 
menekankan kembali kesetiap lawan parpol atau pendukung bahwa perlu ada 
pembenahan dalam demokrasi yang sesungguhnya. Dan akan lebih baik 
kembali ketika pemilihan selanjutnya ketika kotak kosong kembali hadir 
maka saling memberikan suara bahwa tidak akan memenangkannya. 
3. Maka peraturan yang telah ditentukan dalam al-Qur’an dan Sunnah sudah 
sangat jelas. Setiap permasalahan dalam pemerintahan akan sangat baik ketika 
berpedoman dalam kitab tersebut, dan apabila belum diatur didalamnya maka 
diperbolehkan menunjuk pemimpin yang dianggap mampu memberikan suatu 
solusi, baik dalam hal yang diinginkan kedepannya, tetapi tidak lupa pila 
mementingkan kemaslahatan umat muslim pula. 
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Pedoman Wawancara 
1. Bagaimana UUD menyikapi kotak kosong sebagai pemenang dalam 
pemilihan Kota Makassar ? 
2. Apakah anggota instansi yang bergelut dalam Pemilu di Makassar 
mesosialisasikan kotak kosong sebelum pemilihan ? 
3. Bagaimana reaksi masyarakat mengenai kotak kosong yang mengambil 
alih suara kemenangan pilkada 2018 ? 
4. Apakah persiapan KPU dalam mengantisipasi kericuhan pada saat 
pemilihan berlangsung ? 
5. Bagaimana pandangan KPU ketika kotak kosong dimakassar sebagai 
pemenang dalam pilkada 2018 ? 
6. Bagaimana pelaksanaan kampanye yg dilaksanakan dalam pemilihan 
kotak kosong ? 
7. Apakah fenomena kotak kosong dimakassar menjadi hal baru dalam 
kemenangannya tersebut ? 
8. Apakah penyebab bahwa pemilihan dikota makassar pada tahun 2018 
menjadi satu pasangan calon saja ? 
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